PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

a. bahwa dalam rangka  pelaksanaan  kebijakan

penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir;

. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan
persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor
800/7496/0OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal
Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Selatan;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);




3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran |
Negara Republik Idonesia Tahun 2022 Nomor i,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Normor 114, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402},




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970};
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan
Fungsional {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penvederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyvederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

11,

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang lir Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1}.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGS! SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABRAB LEMATANG ILIR.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang
1lir;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

4. Perangkat Daerah adalah sekretariat, dinas, badan dan
kecamatan di lingkungan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir;

5. Sekretariat Daerah adalah  Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang [lir;

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Penukal Abab
Lematang Itir;

8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang lir;

9. Subbagian adalah Subbagian pada Bagian Sekretariat
daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

10. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok
jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
tinggi pratama masing-masing;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil vang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat vang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  tugas

pemerintah kabupaten;
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12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah;

13, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

14, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunvai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah
sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;

{2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada avat
{1} dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
{1) Sekretariat Daerah adalah tipe B terdiri atas 3 (tiga)

asisten.

{2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
3 {tiga) bagian;

(3} Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu
staf ahli;

{4} Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;




b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bagian Hukum.
¢. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum:
1. Bagian Umum;
2. Bagian Organisasi; dan
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
e. Jabatan Fungsional;

(5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
sebagaimana  tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati imni.

(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf b,
angka 1, angka 2, angka 3, huruf ¢, angka 1, angka 2,
angka 3 dan huruf d angka 1 dan angka 2 terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf d,
angka 3 terdiri atas Sub Bagian Protokol dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 4

{1} Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu bupati
dalam penyusunan Kkebijjakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administratif.

{2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Sekretaris Daerah
mempunyal fungsi:

a. penyusunan pengoordinasian kebijakan daerah;
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b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan satuan
kerja Perangkat Daerah;

¢. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur
sipil negara pada instansi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 5

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan
dan hukum dan pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan  kebijakan daerah di  bidang
pemerintahan dan hukum;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
dibidang kesejahteraan rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan
kesejahteraan rakyat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pemerintahan dan hukum;

€. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi  pencapaian  tujuan  kebijakan
dibidang kesejahteraan rakyat;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya
aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan

kesejahteraan rakyat; dan
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g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum,
dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri

dari :

a.
b.

C.

(1)

bagian Pemerintahan;
bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
bagian Hukum.

Pasal 7

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penviapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan kerjasama dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan administrasi
kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan  daerah di  bidang  administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerjasama dan otonomi daerah;

¢. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan,
administrasi kewilayahan dan kerjasama dan
otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan  daerah di @ bidang

administrasi pemerintahan, administrasi
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(1)

kewilayahan, administrasi kewilayahan dan
kerjasama dan otonomi daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan, administrasi kewilayahan
dan kerjasama dan otonomi daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan,

kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat {1}, Bagian Kesejahteraan Rakyat

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di  bidang  keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

¢. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak vang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebjjakan di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah,




pengoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi,

¢. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 10

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
pengoordinasian  penvusunan  kebijakan  daerah,
penvusunan  kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijjakan daerah di bidang

perekonomian, administrasi pembangunan  dan

pengadaan barang dan jasa.




{2} Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan

Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, pengadaan
barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa;

c. penvusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan
barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengadaan barang dan jasa,

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak vang tidak diinginkan, dan faktor vang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan
administrasi pembangunan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
sekretaris daerah di bidang perekonomian dan
sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan
pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari;

a. bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. bagian Administrasi Pembangunan; dan

C.

bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Pasal 12

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian
perumusan  kebijakan  daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
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(2)

(1)

(2)

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan

Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber

daya alam.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan

Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya
alam;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah,
perekonomian, dan sumber daya alam; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 13

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan
program, pengendalian prograrn dan evaluasi dan
pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi

Pembangunan mempunyai fungsi:




(1)

(2)

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengeordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah dibidang penyusunan
program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

¢. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasl
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak vang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang penyusunan  prograim,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 14

Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bagian Layanan Pengadaaan

Barang/Jasa mempunyai Fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa;

b. penyviapan bahan pengoordinasian perurmusan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan

barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
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(4

(2)

secara elektronik, pembinaan dan advokasi

pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Asisten Adminsitrasi Umum

Pasal 15
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan

kebijakan  penyusunan  kebijakan daerah dan

pengoordinasian penvusunan kebijakan daerah di

bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi

pimpinan,

Dalarn  melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat {1), Asisten Administrasi Umum

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol
dan komunikasi pimpinan;

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi

pimpinan;

€. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang organisasi;




f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan
ASN pada instansi daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah  dibidang umum, organisasi,
protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya.
Pasal 16

Asisten Administrasi Umum,terdiri dari:

a.
b.

C.

(1)

bagian Umum,;

bagian Organisasi; dan

bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Pasal 17

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian,  keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli
dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang Dberkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 18

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
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(2)

(1)

pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan

reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi,

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang Kelembagaan dan
Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata
Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birckrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan daerah di  bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum vang berkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 19

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, kebijakan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan
komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan menyelenggarakan fungsi;

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;




b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 20

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

a.
b.

Subbagian Protokol; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Subbagian Protokol mempunyai tugas:

a.

(3)

melaksanakan  tata  protokoler dalam  rangka
penyambutan tamu pemerintah daerah;
menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi
keprotokolan;
menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah
Daerah; dan
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok
melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat Daerah
secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknyva
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud
pada ayat {1}, terdiri atas sejumilah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional vang terbagi dalam berbagai

-17-




(6)

2)

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis,
kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
melaksanakan tugas membantu Kepala Bagian dalam
penyusunan rencang, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok jabatan fungsional pada masing-masing
bagian berdasarkan tugas kelompok sub-substansi.
sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas
usulan pejabat yang berwenang.
ketentuan mengenai tugas kelompok sub-substansi dan
tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada
ayat (6] dan ayat (7] ditetapkan melalui Keputusan
Bupati.

BAB IV

TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah,
Asisten, Kepala Bagian, Sub-koordinator menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi baik internal
maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Sekretariat Daerah wajib melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 24

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan,
Sekretaris Daerah melakukan tugas-tugas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




{2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, tugas-tugas
Asisten herada dalam koordinasi seorang Asisten yang
ditunjuk Bupati dengan memperhatikan senioritas
dalam Daftar Urut Kepangkatan,

{3} Dalam hal Asisten berhalangan, tugas-tugas Asisten
berada dalam koordinasi seorang Kepala Bagian yang
ditunjuk oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
pembidangan Asisten dengan memperhatikan senioritas
dalam Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna,

masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat

Daerah dapat mendelegasikan kewenang-wenangan

tertentu  kepada pejabat setingkat dibawahnyva sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 26

Setiap pemimpin suatu organisasi dalam lingkungan

Sekretariat Daerah bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta

memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 27

{1} Setiap pemimpin dalam satuan organisasi wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada wakfunya.

{2} Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahnya wajib diclah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yvang berlaku,
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BAB VI
KEUANGAN

Pasal 29

Segala biaya vang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Sekretriat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat
struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan
fungsional tetap melaksanakan  tugasnya  sampai
ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan Keputusan
Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 71 Tahun 2019
tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab
lLematang llir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 71}, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan *
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 7
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 1§ 9am=aet 2022

{] BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, L
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pada tanggal 18 davuae, 2022
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